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ABSTRAK

Wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga
merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Khususnya
pada wakaf uang yang termaksud wakaf barang bergerak. Untuk mencapai hal tersebut
perlu pengelolaan wakaf yang dan di imbangi dengan pengawasan yang baik juga.
Wakaf vang sendiri memiliki potensi yang sangat besar, Menurut Badan Wakaf
Indonesia (BWI) potensi wakaf uang sangat besar. Besarnya potensi wakaf uang
tersebut sangat diperlukan kebijakan ke pengawasan sangat baik sehingga
pengembangan dan pengelolaan wakaf tersebut dapat sesuai dengan fungsi dan tujuan
dari wakaf itu sendiri. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahu ketentuan dalam
melakukan pengawasan wakaf khususnya wakaf uang dan menganalisis pelaksanaan
pengawasan wakaf uang dengan pendekatan normatif yuridis dengan perspektif hukum
Islam dan teori sistem hukum.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan Penelitian literatur dengan
pendekatan normati yuridis. Lokasi penelitian ini di Badan Wakaf Indonesia dengan
pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangakan
analisa data menggunakan metode penalaran induktif.

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa dalam praktik
pengawasan wakaf yang dikelola oleh nazhir banyak mengacu pada konsep hisbah
dalam Islam yaitu menyuruh kepada yang ma’ruf (kebaikan) dan mencegah yang
mungkar (larangan Allah), yang di mana pengawasan yang lebih luas karena hisbah
sebagai pengawas kegiatan muamallah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah,
manusia dan bersama sehingga pengelolaan wakaf berjalan dengan optimal dan
manfaatnya bisa dirasakan. Secara teori hukum Badan Wakaf Indonesia telah
menjalankan secara utuh dengan berpedoman dengan peraturan menteri agama dalam
pengawasan wakaf uang dengan membentuk divisi pengawasan dan tata kelola untuk
melaksanakan peraturan menteri agama. Dengan adanya pengawasan wakaf uang ini
diharapkan pengelolaan wakaf vang dapat dikelola dengan baik hingga memberikan
manfaat untuk pemberdayaan masyarakat. Hanya saja ada beberapa hal menjadi catatan
dalam pengawasan wakaf uang

Kata kunci: Badan Wakaf Indonesia, Hisbah, Sistem Hukum, Wakaf Uang



ABSTRAC

Wagqf as an aspect of Islamic teachings with a spiritual dimension is also a
teaching that emphasizes the importance of economic welfare. Especially in cash waqf
which includes movable property waqf. To achieve this, it is necessary to manage waqf
which is balanced with good supervision as well. Cash waqf itself has enormous
potential, according to the Indonesian Waqf Board (BWI) the potential for cash waqf
is very large. The magnitude of the potential for cash waqf is very necessary for a very
good supervisory policy so that the development and management of the waqf can be
in accordance with the functions and objectives of the waqf itself. This study intends
to determine the provisions in supervising waqf especially cash waqf and to analyze
the implementation of cash waqf supervision with a juridical normative approach with
the perspective of Islamic law and legal system theory.

This research is a field research and literature research with a juridical
normative approach. The location of this research is the Indonesian Waqf Board with
data collection through observation, documentation and interviews. While data analysis
using inductive reasoning methods

e results of the analysis obtained in this study indicate that in the practice of
waqf supervision managed by Nazhir, many refer to the concept of hisbah in Islam,
namely ordering the ma'ruf (goodness) and preventing the evil (God's prohibition).
which is where wider supervision is due to hisbah as the supervisor of muamalah
activities that involve rights to God, humans and the community so that waqf
management runs optimally and the benefits can be felt. Theoretically, the Indonesian
Wagqf Board has fully implemented the law based on the regulations of the minister of
religion in the supervision of cash waqf by establishing a division of supervision and
governance to implement the regulations of the minister of religion. With the
supervision of cash waqf, it is hoped that the management of cash waqf can be managed
properly to provide benefits for community empowerment. It's just that there are some
things to be noted in the supervision of cash waqf

Keyword: Cash Waqf, Indonesian waqf board, Hisbah, Legal System
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi yang dipakai penulis dalam menyusun skrispi ini
berdasarkan Keputusn Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Berikut dibawah

ini daftar pedoman huruf Arab latin dan transliterasinya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H Ha (dengan titi di bawah)
z Kha’ Kh Kan dan ha
2 Dal D De
3 Dzal 4 Ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
Ul Dad D De (dengan titik di bawah)
b Ta’ T Te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge




- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
Sl Kaf K Ka
J Lam L ‘el
2 Mim M ‘em
o Nun N ‘en
3 Waw W w
° Ha’ H Ha
s Hamzah ‘ Apostrof
< Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
Y Ditulis Addaaha
S Ditulis Tazakka
sk Ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutoh di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
dSa Ditulis Hikmah
daa Ditulis Shadaqoh
2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.
el oW1 da S Ditulis Karamabh al-Auliya’
3. Bilata’ marbutoh hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis
t atau h.
| PRES! | Ditulis Zakah al-Fitri




D. Vokal pendek

i Fathah Ditulis AThalaba
K5 Kasrah Ditulis i Zukira
BEN) Dammah Ditulis u Rajulun
E. Vokal panjang
Fathat + Alif
Ditulis A fadhila
Juals
Fathah + ya’ mati
g Ditulis A untsa
s
Kasrah + Ya’ mati
Ditulis 1 Kabir
Dammah + Wawu mati
Ditulis U Yajiizu
PR
F. Vokal rangkap
Fathah + Ya’ mati Al
’ Ditulis
ale ‘alaihi
Fathah + Wawu mati Au
i Ditulis
Js Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Ditulis

A’antum

Ditulis

La’in syakartum
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H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah

Sy Ditulis Al-Islam
Jhadll Ditulis Al-Fitri
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah
33 Ditulis Az-Zakah
sl Ditulis Ash-Shalah
I.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
BESBTEN Ditulis Zawi al-furiid
8 Gl afial Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pengunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal

kata sandangnya

K. Pengcualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagianya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh
penerbit , seperti buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah, dan sebagainya.
. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
dan sebagianya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggukan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al- Ma’arif dan sebagianya
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KATA PENGANTAR

pn Ol a1 A v

Al o 5 #aaaaltuliva gl (b pal) geludl) G il o aSlad) g cdlall g (ualadl Gy didaad)

Sl (Gl a gy ) Glals agas (a9 cOuran) daaua
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa (etimologi), istilah wakaf berasal dari kata wagf, yang bisa bermakna
al-habsu (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam di tempat. Sedangkan
menurut istilah (termonologi), Wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal
zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam, menahan
suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak
pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Wakaf
merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem
ekonomi Islam. Esensi wakaf terletak pada kelanggengan manfaat benda wakaf,
Kelanggengan manfaat yang diberikan benda wakaf ini disebut sedekah Jariyah,
yaitu sedekah yang memberikan pahala secara terus-menerus. !

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal kedatangan Islam, bahkan
masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkannya meskipun dengan nama lain.
Hal itu dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah seperti Masjidil Haram

sebelum kerasulan nabi Muhammad. Praktik tersebut selaras dengan tujuan Islam,

yakni harta kekayaan tersalurkan secara adil serta untuk kemaslahatan umat maka

! Suhrawardi K.Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
him.116



Rasulullah menyebutnya sebagai wakaf.? Wakaf yang pertama kali tercatat adalah
pembangunan masjid Quba di Madinah, kemudian dilanjutkan dengan
pembangunan masjid Nabawi. Para sahabat juga mengikuti langkah Rasulullah
dalam praktik wakaf. Usman bin Affan dengan sumurnya untuk kepentingan umat
muslim, Abu Talhah dengan kebun Bairuha, Abu Bakar dengan sebidang tanah
diwakafkan untuk anak keturunannya, dan Umar bin Khattab dengan tanahnya di
Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah.’

Pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholah,
sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah
wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat
dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk kepentingan
peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam
kehidupan ekonomi masyarakat.* Di tengah problematika sosial ekonomi
masyarakat Indonesia, wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang
berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya
kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, reaktualisasi terhadap pemahaman wakaf

merupakan suatu hal yang penting, sehingga wakaf memiliki makna yang lebih

2 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai
(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) hlm. 4-6

3 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 14

4 Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hlm. 45



substansial dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Peruntukan wakaf di
Indonesia yang kurang mengarah pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung
hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh
keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang
diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf.’

Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan adalah wakaf
yang dikenal dengan istilah cash wagqf. Cash wagqf diterjemahkan dengan wakaf
tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau
cash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang.®

Mengenai wakaf uang di Indonesia, pada saat ini sudah tidak ada masalah

lagi. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut: 1)
Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang
hukumnya jawaz (boleh). 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan
untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. 5) Nilai pokok wakaf uang harus

dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dalam

5 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman
Pengelolaan & Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2003), him. 34

¢ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,
(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2005), him. 3



perkembangan terakhir, wacana wakaf uang mulai mengemuka khususnya di
kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syari’ah. Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 adalah bukti nyata mengemukanya wacana wakaf tunai karena di
dalamnya memuat tentang wakaf tunai, wakaf benda bergerak yang berupa uang
diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004.”

Indonesia sebagai negara anggota OKI yang sama-sama berasaskan pada
prinsip-prinsip pokok wakaf atau disebut Waqf Core Principles (WCP). Prinsip-
prinsip tersebut menetapkan lima bidang dasar yang akan dikembangkan yang
mencakup.

1. Legal Foundations (dasar hukum)

2. Wagqf Supervision (pengawasan wakaf)

3. Good Nazir Governance (tata kelola nazir yang baik)
4. Risk Management (manajemen resiko)

5. Shariah Governance (tata kelola syariah)®

Dalam Waqf Core Principles (WCP) yang salah satu prinsipnya Wagf

Supervision (pengawasan wakaf), menggambarkan bahwa pengawasan wakaf

7 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28 Sampai 31.

8 Anitiya Nurbaity Rachky, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak, “Analisis Penerapan
Wagqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhid Bandung,” Prosiding Hukum
Ekonomi Syariah, Vol 5, No, 2 (2019), hlm. 555



memiliki skema pengawasan secara terpadu yang mencakup seluruh aspek,
pengumpulan, investasi, pengelolaan dan pencairan wakaf.

Masa Bani Umayyah menjadi awal munculnya pengawasan terhadap
pengelolaan wakaf pada abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8. Bani Umayyah
membentuk diwan al-ahbas atau dewan wakaf yang berfungsi untuk mengawasi
pendistribusian hasil wakaf dan kemungkinan ada penyalahgunaan wakaf oleh
nadir. Pada masa itu peran dewan wakaf sangat terbatas pada pencatatan ikrar
wakaf yang dilakukan oleh wagqif dalam dokumentasi atau dikenal sebagai
wagqfiyya atau rum al-tahbis. Dalam hal ini, pemerintah menunjuk hakim untuk
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Namun para hakim harus
memperhatikan pandangan fikih atau hukum Islam yang menonjol di suatu daerah
agar fatwa atau peraturannya dapat berlaku efektif dan tidak menimbulkan
masalah di kalangan masyarakat yang mungkin memberontak dengan peraturan
tersebut.’

Mundzir Qahaf berpendapat bahwa pengurus wakaf harus melakukan
pengawasan yang ketat. Pengawasan tersebut dapat mengganti bagian yang hilang
antara manajer dan kemaslahatan wakaf. Menurut beliau ada dua bentuk
pengawasan yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah
yang berkompeten dalam bidang wakaf. Pengawasan masyarakat dilaksanakan
oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan standar

kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapannya diambil dari standar yang



berlaku di pasar. Pengawasan masyarakat meliputi aspek administrasi dan
keuangan secara bersamaan. pengawasan pemerintahan merupakan jenis
pengawasan eksternal secara berkala. Pengawasan tersebut meliputi dua aspek
yaitu aspek administrasi dan aspek keuangan. Pemerintah melakukan pengawasan
secara administrasi akan mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar
kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan
perseroan yang memiliki aktivitas yang sama. Kemudian untuk pengawasan secara
keuangan pemerintah melakukan pengawasannya sesuai prinsip pengawasan
eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan peraturannya.

Masalah pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Selama
bertahun-tahun perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius.
Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar bahkan ada sebagian harta
wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah maju perwakafannya, unsur
pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf
yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Oleh karena
itu, suatu lembaga wakaf dalam hal ini nazhirnya harus bersedia untuk diaudit.
Terkait dengan hal ini, kedudukan dan peran nazhir wakaf menjadi sangat penting.
Hal ini disebabkan berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya
sangat tergantung pada nazhir sebagai pengelolah. Dalam Pasal 63 ayat (1)
disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian



dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)’.
Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan,
Menteri dapat menggunakan akuntan publik.! Dalam hal tersebut Menteri
memiliki kewenangan dalam pengawasan wakaf. Dalam penyelenggaraan Wakaf
Uang Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun
2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, di mana Badan Wakaf
Indonesia berwenang dalam melakukan pengawasan pengelolaan Wakaf Uang oleh
Nazhir.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang sebagai berikut (1) BWI melakukan
pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh
Nazhir. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan
tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakafuang yang
dilakukan oleh Nazhir. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap

Nazhir. (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan

% Pasal 63 ayat (1) sampai (3)

19 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 64



pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang
dilakukan oleh Nazhir.!!

Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia dalam hal pengawasan
Wakaf Uang tentunya sangat penting mengingat instrumen tersebut mampu
meningkatkan kesejahteraan umat jika diawasi dengan baik dan dikelola dengan
baik oleh Nazhir. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai
(Wakaf Uang) di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.'? Besarnya potensi
Wakaf Uang tersebut sangat diperlukan kebijakan kepengawasan sangat baik
sehingga pengembangan dan pengelolaan wakaf tersebut dapat sesuai dengan
fungsi dan tujuan dari wakaf itu sendiri.

Hubungan antara Badan Wakaf Indonesia dan Nazhir merupakan
hubungan kerja yang bersifat kemintraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa
di antara lembaga pengembangan dan pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia,
memiliki hubungan kemitraan dalam bentuk kerja sama untuk membuat kebijakan
pengembangan dan pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang sesuai dengan

fungsinya masing-masing. Hal tersebut membuktikan bahwa Badan Wakaf

! Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
Pasal 12 Ayat (1) sampai (4)

12 Urip Budiarto,”Pengembangan Digitalitas dan Integrasi Data Wakaf Nasional,”
https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional, akses 1
Mei 2022



Indonesia dengan Nazhir peran yang sangat penting dalam pemberdayaan wakaf
uang.

Badan Wakaf Indonesia adalah sebuah lembaga independen yang bertugas
dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga
diberikan tugas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melaksanakan
pengawasan wakaf uang yang dikelola oleh nazhir yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
Dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya BWI mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan wakaf uang oleh nazhir.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis pengawasan Badan
Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan wakaf uang oleh nazhir secara Normatif
Yuridis dengan perspektif hukum Islam dan teori sistem hukum beserta produk
hukum berupa perundang-undangan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bawasannya penyusun ingin
mengetahui bagaimana pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh Badan
Wakaf Indonesia sebagai lembaga publik yang bertugas untuk mengembangkan
wakaf di Indonesia. Untuk itu, penulis ingin mengangkat judul “pengawasan Badan
Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan wakaf uang oleh nazhir”. Alasan penyusun
ingin mengangkat judul ini adalah berawal dari keingintahuan mengenai wakaf

uang yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. Untuk mencapai
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potensi tersebut perlu pengawasan yang baik dari Badan Wakaf Indonesi, selaku

lembaga yang memiliki tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dibuat dalam latar belakang, maka rumusan

masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana ketentuan pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan
wakaf uang oleh Nazhir?

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan

wakaf uang oleh Nazhir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Mengetahui pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan wakaf
uang oleh Nazhir.
b. Mengkaji pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan wakaf
uang oleh Nazhir dalam perspektif Normatif Yuridis dengan teori-teori

yang relevan.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini di antaranya sebagai

berikut:

a. Kegunaan Teoretik

1)

2)

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan kontribusi
yang cukup bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengawasan
wakaf uvang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai
lembaga yang diberikan amanat untuk mengembangkan perwakafan di
Indonesia, dengan pendekatan secara ilmiah.

Penelitian ini diharapkan bermantfaat baik bagi peneliti, dan masyarakat
umum. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti dalam bidang

wakatf.

b. Kegunaan Praktis

1)

2)

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan
gambaran terhadap masyarakat umum tentang pengawasan Wakaf Uang
yang dilakukan oleh oleh Badan Wakat Indonesia Serta memberikan
tambahan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan keilmuan
dalam mengatasi masalah yang sama atau disamakan yang akan datang.
Diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam kaitannya
dengan pengawasan wakaf uang dan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan selanjutnya.
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D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah oleh para peneliti sebelumnya yang
telah ditelusuri dan cenderung relevan sehingga memiliki kemiripan dan
meyinggung mengenai masalah pengawasan, pengendalian dan penetapan harga.
Hasil penelitian dan karya ilmiah tersebut diantaranya:

“Hukum Perwakafan (Studi Banding Hukum Perwakafan Islam dan
Hukum Perwakafan Nasional)”. Oleh Agung Ismail, Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. Fokus dalam skripsi ini membahas tentang
hukum mana yang dipakai umat Islam dalam hal wakaf, kemudian sejauh mana
langkah pemerintah dalam mengakomodir kepentingan umat Islam dalam hal
melakukan perbuatan wakaf. '’

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah
Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)”. Oleh Iman Saputra, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Dalam Skiripsi ini
pandangan hukum Islam mengenai pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di

wilayah Kecamatan Karang Tengah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan

13 Agung Ismail, “Hukum Perwakafan (Studi Banding Hukum Perwakafan Islam dan Hukum
Perwakafan Nasional),” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2005).
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syariat Islam, walaupun belum optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan
tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan.'*

“Peran pemerintah dalam pengawasan harga sembako perspektif al-hisbah
(studi kasus di dinas perindustrian dan perdagangan DIY)”. Oleh Rizka Salsabila,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021. Dalam
skripsi tersebut mengemukakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
sesuai dengan Peraturan Gubernur No.67 Tahun 2015 perangkat pemerintah yang
bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan
perdagangan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh pemerintah. Untuk koordinasi organisasi, Disperindag DIY
didukung oleh adanya bidang Perdagangan Dalam Negeri yang salah satu
wewenangnya adalah melakukan Pengawasan Perdagangan seperti harga
sembako. Mekanisme yang dilakukan Disperindag yaitu (1) Pemantauan harga dan
stok barang kebutuhan pokok di pasar dan tingkat daerah, (2) Menjamin
ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar murah atau

pasar penyeimbang. Dari peran pemerintah dalam ekonomi Islam yang

digambarkan oleh Disperindag DIY menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan

14 Tman Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf
(Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug),” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2005)
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harga sembako tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang
ditanamkan lembaga Al-Hisbah dalam konteks muamalah. !>

Jurnal yang diambil oleh penulis yang di tulis oleh Uswatun Hasanah
dengan judul “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”. Jurnal
tersebut memapaparkan bahwa belum profesionalnya pengelolaan dan manajemen
wakaf, terbatasnya nazir yang profesional serta pengawasan dan pengelolaan
wakaf masih lemah. Oleh karena itu pengawasan menjadi sesuatu yang mutlak
dilakukan apalagi terhadap wakaf produktif. Suatu lembaga wakaf dalam hal ini
nazir-nya harus bersedia untuk diaudit, karena nazir merupakan orang yang berhak
untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya,
mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak
menerimanya. '°

Jurnal yang diambil penulis sebagai telaah pustaka yang ditulis oleh Riri
Novianti yang berjudul “Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada
Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di
Perbankan Syariah Indonesia”. Dalam tulisannya mengatakan bahwa DSN-DPS

merupakan “reinkarnasi” -tidak sempurna- dari institusi hisbah. Namun dalam

15 Rizka Salsabila, “Peran pemerintah dalam pengawasan harga sembakoperspektif al-hisbah
(studi kasus di dinas perindustrian dan perdagangan DIY),  Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
(2021)

16 Uswatun Hasanah, “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif,” 41-4hkam
Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 22, Nomor 1, (2012)
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penerapan praktek pengawasannya terhadap lembaga keuangan syariah atau
perbankan syariah, banyak mengacu pada konsep hisbah dalam Islam.!”

Jurnal yang diambil penulis sebagai telaah pustaka yang ditulis Akhmad
Mujahidin ~ yang berjudul “Peran Negara dalam Hisbah”. Jurnal tersebut
memapaparkan tentang kewenangan hisbah dan bagaimana negara berperan di
dalamnya. Peran terpenting negara dalam hisbah secara teknis dalam pelaksanaan
tugas Muhtasib adalah memegang kekuasaan eksekutif gubernur wilayah,
kekuasaan hukum pengadilan wilayah, dan juga kekuasaan polisi wilayah.
Muhtasib merupakan perantara dalam mencegah kejahatan dan mewujudkan
kebaikan. Muhtasib bertanggung jawab atas kesejahteraan islami masyarakat
biasa. Karena dalam Islam perhatian material duniawi dan spiritual ukhrawi
membentuk kesejahteraan, maka yurisdiksi muhtasib tidaklah terbatas. Semua
yang ditetapkan Allah dan semua yang secara hukum diakui manusia sebagai

keinginan, maka menjadi perhatian muhtasib."®

Adapun penelitian yang akan dilakukan penyusun beberapa memiliki
persamaan dengan penelitian sebelumnya hanya saja saya yang menjadi pembeda

adalah objek penelitian dan beberapa teori yang digunakan. Oleh karena itu

17 Ririn Noviyanti, "Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah
Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia." Millah: Jurnal
Studi Agama (2015)

18 Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam hisbah." Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi
Syariah, Vol 4, Nomor 1 (2012).
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penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah mengenai
pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia secara
normatif yuridis dengan aspek pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-
dalil agama dan Qaidah Fighiyyah) sebagai salah satu basis teoritik yang dapat
dijadikan bahan rujukan. Ditambah dengan pendekatan yang penyusun gunakan
dalam melihat obyek hukum yang berkaitan dengan teori hukum dan produk

hukum.

E. Kerangka Teoretik
1. Wakaf Uang

Wakaf vang cash wagqf/waqf al-nuqud telah lama dipraktikkan di berbagai negara
seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait,dan negara-negara Islam di Timur
Tengah lainnnya."”

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam.Bahkan masyarakat sebelum
Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf.
Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu

menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat

19 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 106.
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sebelum Islam. Sedangkan wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti
Ayyubiyah di Mesir 2°

Dalam Bahasa Arab wakaf tunai disebut wagfun nuqud (258 <&5), yang
terdiri dari kata yaitu wagafa (<8 5) atau awaqafa (<)) yang berarti yang sepadan
maknanya dengan “habasa” yang berarti menahan atau berhenti.?! Sedangkan al-
nuqud (254), maka kata ini adalah bentuk plural (jamak) dari kata al-naqd, yang
berarti memisahkan dirham dan mengeluarkan yang palsu darinya, dan juga
disebutkan secara mutlak untuk membahasakan mata uang dari emas dan perak
atau yang selainnya yang dipergunakan dalam transaksi. ** Sedangkan nuqud
secara istilah ialah sesuatu yang dipergunakan oleh manusia sebagai barometer
untuk mengukur nilai, dan sebagai sarana dalam bertransaksi dan menabung.? Jadi
dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai/wakaf uang adalah sebagai sebuah kegiatan
atau tindakan menahan uang dan memberikan manfaat yang dihasilkan sebagai

keuntungan dari pengelolaan.

20 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Pedoman
Pengelolaan Wakaf Tunai, Cet. ke-4 (Jakarta: 2004), him. 6.

2! Muhammad Mukarram Ibnu Manzhur, Lisan al- ‘Arab, (Beirut: Dar Shadir, 1993 M/ 1414
H), IX:359.

22 Ibid., hlm. 425

23 Ahmad bin Abdul Aziz al-Haddad, “Wagqf al-Nuqud wa Istitsmaruha,” Tulisan ini belum
diterbitkan sejak Muktamar Pertama tentang wakaf, diselenggarakan oleh Universitas Umm al-Qura
bekerja sama dengan Kementrian Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Makkah al Mukarramah, 2001
M/ 1422 H, hlm. 6
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Cash wagqf diterjemahkan dengan Wakaf tunai, namun kalau memiliki
objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya cash wagf diterjemahkan dengan
wakaf vang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok
orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.?* Pengertian
wakaf uang sebagaimana dirumuskan untuk wakaf uang dalam Fatwa Majelis
Ulama Indonesia.

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama
Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya keputusan fatwa dari,
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Syafar
1423 Hijriah/ 11 Mei 2002 Masehi guna menjawab surat Direktur Pengembangan
Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.11I/5/BA.03.2/2772/2002
tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif. Bahwa wakaf
produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau
digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, bentuknya bisa berupa uang

atau surat-surat berharga.?

24 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Pedoman
Pengelolaan Wakaf Tunai......, hlm. 3.

25 Anshori Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar
Media, 2006), hlm 90
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2. Hisbah

Hisbah merupakan sistem pengawasan dalam manajemen Islam. yang telah ada
sejak dimasa Rasulullah Sholallahu Ala Wa Sallam hingga jatuhnya Islam daulah
Turki Usmani. Pada saat itu Rasulullah, hisbah tidak ada sebagai sebuah institusi
tetapi sebuah amalan menjaga diri dalam ketaatan kepada perintah Allah
Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Hisbah berasal dari kata bahasa Arab hasaba yaitu hasiba (<), yahsibu
(w0), hisban (Lws), yang berarti memeriksa, mengurus, menghitung,
menyelidiki, mencegah, dan menahan manusia. Secara harfiyah (etimologis)
hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.’® Secara
terminologi, menurut Imam Al-Mawardi hisbah adalah menyuruh kepada
kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan diamalkan, dan melarang dari
kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.?’

Oleh karena itu, hisbah dalam pandangan Islam diartikan sebagai amalan
yang bertanggung jawab untuk meninjau, menyelenggarakan, mengkoordinasikan

dan memastikan bahwa semua pekerjaan seseorang sesuai dengan aturan-aturan

26 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional
Dewan Syariah, (Malang:UIN Press, 2009), him. 409
27 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi al-Wildyah al-Diniyyah, alih Bahasa Fadli

Bahri, Cet. 2,Jakarta: Darul Falah hal. 398, lihat juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, at- Thuriiq al Hukmiyah
fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Jeddah : Darul Ilmu Fawaid, t.th), hal. 620
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yang telah ditetapkan dalam al-amr bi al-ma riif wa al-nahy ‘an al-munkar. Semua
ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya
shoatl s Gl e Gselis cayiaall B3l Al D gsets dal sk o
28y g (Al
Tujuan utama Hisbah adalah mengemban tanggung jawab al-amr bi al-
ma’rif wa ‘al-nahy ‘an al-munkar. Hal ini bertujuan untuk membentuk
masyarakat yang berbudi luhur dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa
Ta'ala dan meninggalkan larangan-Nya, selain menciptakan masyarakat yang
selalu terjamin kesejahteraannya dan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala
serta dijauhkan dari murka-Nya. Untuk itu, implementasi kebijakan al al-amr bi
al-ma’riif wa ’al-nahy ‘an al-munkar dilakukan secara luas dalam segala aspek
kehidupan yang meliputi aspek moral, administrasi dan politik, ekonomi, sosial
dan lain-lain

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory

of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang

meliputi Struktur (Structure), Substansi (Substance), dan Budaya (Culture).
Struktur Hukum menurut Friedman adalah “The structure of a system is its

skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the

28 Al-‘Imran (3): 104
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system.”.? Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya;
sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “The substance is composed of substantive rules
and also about how institutions should behave”.>* Ini berarti bahwa substansi
hukum terdir1 dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi
berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “It is the element of social
attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful
or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions,
ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.””’!
Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku
bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya
hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat,

cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau

menjauh dari hukum.

2% Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel
Sage Foundation, 1975), him.14.

30 Ibid.

31 Ibid., him. 15.
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F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, penggunaan metodologi penelitian bertujuan sebagai
langkah awal dalam penulisan serta pengarah dan penuntun agar karya yang
dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Adapun metode penelitian yang
digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang
keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu,
kelompok, lembaga, atau masyarakat.*> Penelitian lapangan dilakukan dengan
menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang
berkenaan dengan lembaga Badan Wakaf Indonesia selaku pengawas wakaf
uang yang dikelola Nazhir. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis
penelitian literatur (literatur research) yaitu penelitian yang mengkaji secara
kritis suatu kebijakan, gagasan, ataupun pengetahuan yang terdapat dalam
tubuh literatur yang berorientasi akademik

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan kualitatif. deskriptif analitik yaitu

dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi

32 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafmdo Persad, 1998), him. 22,
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pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk
memperoleh hasil penelitian.® Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang
memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau
sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk
symbol atau bilangan. Dalam hal ini penyusun menganalisis bahan yang
berkaitan dengan pembahasan pengawasan Badan Wakaf Indonesia terhadap
pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir, dari tinjauan normatif yuridis, dan
sosiologis yang berusaha menjelaskan pelaksanaan pengawasan wakaf sedetail
mungkin penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan dengan teori
yang relevan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Normatif, yaitu suatu pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-
dalil agama dan Qaidah Fighiyyah) sebagai salah satu basis teoritik yang
dapat dijadikan bahan rujukan.

b) Yuridis, yaitu pendekatan yang penyusun gunakan dalam melihat obyek

hukum yang berkaitan dengan teori hukum dan produk hukum.

hlm 33

33 Kartini Kartono, Pengatar Metodelogi Riset Sosial, cet. Ke-7 (Bandung:Mandar Maju,1996),
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4. Sumber Data

a)

b)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari observasi,
dokumentasi dan wawancara penulis dengan lembaga yang menjadi objek
penelitian. Adapun lembaga yang menjadi objek penelitian dalam
penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai pengawas wakafuang
yang dikelola oleh Nazhir.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dengan melakukan
studi kepustakaan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non

buku yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a)

b)

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
wawancara kepada pelaku-pelaku yang terkait dengan masalah yang
sedang diteliti guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang
analisis dalam penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan langsung
dengan pengurus Divisi Pengawasan dan Tata Kelola Badan Wakaf
Indonesia yang beralamat Taman Mini Indonesia Indah (TMII, Gedung
Bayt Al-Qur'an, Pintu Utama, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk waktu observasi sendiri penyusun
memulai pada tanggal 13 Juli 2022 s.d. 22 Juli 2022

Wawancara, dengan melalui penggunaan teknik wawancara, kita dapat

menginterpretasikan situasi dan fenomena dengan lebih baik daripada
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observasi. Dalam metode ini, peneliti meminta keterangan atau pendapat
seseorang mengenai suatu hal langsung dengan subjek penelitian, Divisi
Pengawasan dan Tata Kelola Badan Wakaf Indonesia, untuk memperoleh
informasi sebanyak mungkin. Tujuannya agar data yang diambil lengkap
dan detail. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan
wawancara struktur. Dalam wawancara ini, penyusun menggali informasi
mengenai responden dengan kondisi di mana satu set pertanyaan
ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan
jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

c) Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen,
gambar, catatan dan sebagainya sesuai dengan data yang diperlukan dan
mendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh
berupa gambaran umum lokasi penelitian. Dokumen penting seperti surat,
foto, dan salinan data yang di peroleh Divisi Pengawasan dan Tata Kelola
Badan Wakaf Indonesia.

6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode penalaran induktif.
Artinya, penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian berupa
fakta, masalah, gejala, atau kenyataan dari berbagai sumber data yang
disebutkan, menganalisis secara teoritis, dan membangun pola atau kesimpulan

umuim.
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G. Sistematika Penelitian

Agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur, maka penulis
membagi tulisan ini dalam lima bab yang kemudian akan diuraikan menjadi
beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika penelitian ini:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi mengenai mengenai landasan teori yang berkaitan
dengan tema yang diteliti oleh penulis. Dalam bab ini, penyusun mengulas secara
terperinci mengenai wakaf uang dan hisbah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum yang menjadi objek penelitian
yaitu Badan Wakaf Indonesia selaku pengawas wakafuang. Bab ini menjadi bahan
acuan untuk melihat pengawasan Badan Wakaf Indonesia, baik dari profil objek
penelitian yang mencakup, sejarah, landasan hukum, sturuktur organisasi, dan tata
kelola organisasi. Bab ini juga mengambarkan acuan pelaksanaan pengawasan
wakaf uang.

Bab keempat membahas hasil analisis objek permasalahan yang ada sesuai
dengan data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia berdasarkan teori yang

dipaparkan yaitu, hisbah dan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.
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Bab kelima, yaitu penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab
empat. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh

penyusun kepada pembaca.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang,
Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pengawasan wakaf
uang oleh nazhir yang di mana dalam Peraturan Menteri tersebut menjadi
payung hukum terhadap pelaksanaan wakaf uang sendiri, baik dari pengelolaan
maupun pengawasan wakaf uang. Dalam ketentuan pengawasan wakaf uang
sendiri Badan Wakaf Indonesia mengacu dalam “Prinsip-prinsip Pokok Wakaf”
atau Waqf Core Principles (WCP), yang dimana terdapat “pengawasan wakaf”
atau Wagqf Supervision yang terdiri atas:

a) Pendekatan pengawasan wakaf

b) Teknik dan alat pengawasan wakaf

c) Pelaporan pengawasan wakaf

d) Wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh pengawas wakaf

e) Pengawasan konsolidasi

f) Hubungan antar negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi
Badan Wakaf Indonesia merupakan bentuk dari hisbah itu. Tujuan dari hisbah
yaitu menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang munkar.
Mengingat peran wakaf uang tidak hanya membantu membangun hubungan

dengan Allah, tetapi juga membantu meningkatkan dan meratakan

108
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perekonomian umat. Hal tersebut sama dengan ruang lingkup Hisbah yang di
mana pengawasan yang lebih luas karena hisbah berfungsi sebagai pengawas
terhadap seluruh kegiatan muamalah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah,
manusia dan hak bersama. Sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan
optimal sehingga manfaat wakaf uang bisa dirasakan. Secara teori sistem
hukum Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum di
mana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi
struktur (Structure), Substansi (Substance), dan Budaya (Culture). Di mana
semua aspek tersebut telah sesuai dengan penyelenggaraan pengawasan wakaf
uang yang terlaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga
independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan wakaf uang yang
dikelola oleh nazhir berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun
2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Hanya saja perlu hal ditinjau dalam
hal struktur (Structure) dan Substansi (Substance)

B. Saran-saran

1. Saran untuk Badan Wakaf Indonesia

a. Melakukan Optimalisasi terhadap pengawasan Wakaf Uang sehingga dari
hasil pengawasan tersebut membentuk sebuah pedoman pembinaan nazhir
yang baik sehingga manfaat dari wakaf uang lebih optimal.

b. Menyusun kebijakan atau standar operasional pengawasan wakaf yang

efisien walaupun Badan Wakaf Indonesia menganut Prinsip-prinsip Pokok
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Wakaf” atau Waqf Core Principles (WCP), dimana terdapat “pengawasan
wakaf” atau Waqf Supervision.

Mempertahankan dan menamkan etika hisbah, yaitu muhasabah al-nafs,
yaitu melakukan pengawasan dalaman (diri sendiri), yaitu introspeksi diri

sehingga dalam melakukan pengawasan dapat lebih optimal.

. Peninjauan peranan Badan Wakaf Indonesia khususnya sebagai lembaga

wakaf khususnya pengembang wakaf uang.

2. Saran untuk Peneliti selanjutnya

a.

Perlu dilakukan penambahan serta spesifikasi data secara detail mengenai
pengawasan wakaf khususnya nazhir yang di mana sebagai objek dari
pengawasan wakaf uang.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam hasil penelitian
sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menutupi kekurangan dalam

penelitian ini.
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